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ABSTRACT 

The rapid development of Artificial Intelligence (AI), particularly text-generating 

systems, has introduced new challenges to copyright protection, especially 

regarding the use of written works as training data. This study aims to analyze 

the legal framework governing the use of written works in AI-based text 

generators and to examine its legal implications for the economic and moral 

rights of authors within the Indonesian copyright system. This research employs 

a normative legal method with statutory and case approaches, focusing on Law 

Number 28 of 2014 on Copyright and a comparative analysis of the OpenAI 

lawsuit in the United States. The findings indicate that Indonesian copyright law 

has not specifically regulated the use of copyrighted works in AI training, 

resulting in a legal vacuum and uncertainty. From a legal perspective, the use of 

works without authorization in training processes potentially infringes the 

economic rights of authors, particularly reproduction and commercial use rights. 

Furthermore, the absence of attribution and the risk of distortion of original 

works raise concerns regarding violations of moral rights. The complexity is 

further compounded by difficulties in proving infringement, the opaque nature of 

AI systems, and the potential overlap of liability among developers, platforms, 

and users. Therefore, adaptive regulatory reform and progressive legal 

interpretation are necessary to ensure a balance between copyright protection 

and technological innovation. 

ABSTRAK 

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya 

generator teks, telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem perlindungan hak 

cipta, terutama terkait penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penggunaan karya tulis 

dalam generator teks berbasis AI serta implikasi hukumnya terhadap hak 

ekonomi dan hak moral pencipta dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya dengan 

mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta studi 

komparatif terhadap kasus gugatan OpenAI di Amerika Serikat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia belum secara spesifik 

mengakomodasi penggunaan karya tulis dalam pelatihan AI, sehingga 

menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Secara yuridis, 

penggunaan karya tanpa izin dalam proses pelatihan berpotensi melanggar hak 

ekonomi pencipta, terutama terkait hak penggandaan dan penggunaan secara 

komersial. Selain itu, penggunaan tanpa atribusi serta potensi distorsi karya juga 

berimplikasi pada pelanggaran hak moral pencipta. Kompleksitas semakin 
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meningkat dengan adanya kesulitan pembuktian, sifat sistem AI yang tidak 

transparan, serta potensi tumpang tindih tanggung jawab antara pengembang, 

penyedia platform, dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan 

regulasi yang adaptif serta penafsiran hukum yang progresif untuk menciptakan 

keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan perkembangan teknologi. 

1. Pendahuluan

Dewasa ini, perkembangan digital dalam dunia

global mengalami akselerasi yang berdampak secara 

signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Kemajuan ini membawa kemasalahatan kepada 

manusia dalam menciptakan, mengelola, 

menyebarkan kekayaan intelektual. Selaras dengan 

perkembangan diatas, hal ini tidak hanya 

memberikan implikasi dalam bidang ekonomi 

namun mempengaruhi kerangka regulasi yang 

berdiri dalam pemahaman terhadap hak ekslusif 

terhadap karya merupakan kreatifitas yang dibangun 

oleh naluri manusia itu sendiri. Paradigma tersebut 

tidak lagi selaras dengan kehadiran kecerdasan 

buatan (artificial intelligence) sebagai salah satu 

produk hasil perkembangan teknologi generatif yang 

masif sehingga memicu perdebatan terkait konsep 

penciptaan dalam konstalasi regulasi kekayaan 

intelektual khususnya dalam bidang hak cipta 

(Pakpahan, 2021). 

 Rezim hak kekayaan intelektual memberikan 

baham bahwa hak cipta merupakan bentuk 

perlindunga terhadap hasil ekspresi kreativitas 

manusia. Hal ini konkrit dan disepakati baik dalam 

lingkup nasional maupun internasional (Purnama 

Hadi Kusuma & Roisah, 2022). Menelisik dalam 

kerangka regulasi nasional, hak cipta secara tegas 

diatur dalam undang – undang no. 28 tahun 2014 

tentang hak cipta, melalui regulasi ini menegaskan 

bahwa konsep penciptaan adalah sesuatu yang 

dihasilkan berdasarkan buah pikir yang lahir dari 

individu maupun kelompok. Lebih luas lagi, prinsip 

serupa tercermin dalam WIPO Copyright Treaty dan 

TRIPs Agreement yang mensyaratkan adanya unsur 

orisinalitas serta ekspresi kreatif manusia sebagai 

dasar perlindungan karya (Nurmawati et al., 2024). 

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa karya yang 

sepenuhnya dihasilkan oleh mesin tanpa kontribusi 

kreatif manusia tidak termasuk dalam kategori 

ciptaan yang dilindungi. Meskipun demikian, 

instrumen hukum internasional tersebut belum 

mengatur secara eksplisit mengenai tanggung jawab 

hukum atas penggunaan karya berhak cipta dalam 

proses pelatihan AI generatif (Ekawardani & Cholil, 

2025). 

Generator teks berbasis AI bekerja melalui 

proses pelatihan (training) menggunakan kumpulan 

data dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai 

sumber, termasuk karya tulis yang dilindungi hak 

cipta (Andriyani et al., 2024). Dalam proses tersebut, 

sistem melakukan pengolahan dan pembelajaran 

pola bahasa untuk kemudian menghasilkan keluaran 

(output) yang relevan dengan perintah pengguna. 

Secara teknis, proses ini melibatkan aktivitas 

penggandaan dan pengolahan data tekstual yang 

berpotensi termasuk dalam kategori penggunaan 

karya berhak cipta tanpa izin (Mayeni et al., 2025). 

Hal ini menimbulkan persoalan hukum mendasar 

terkait legitimasi penggunaan karya tersebut sebagai 

data pelatihan, terutama dalam kaitannya dengan hak 

eksklusif pencipta. 

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika 

keluaran dari generator teks AI menunjukkan 

kemiripan substansial dengan karya asli penulis, 

baik dari segi struktur, gaya bahasa, maupun isi 

(Aisyah Nurdianingsih et al., 2025). Dalam 

perspektif hukum hak cipta, kondisi tersebut 

berpotensi dikualifikasikan sebagai pelanggaran 

terhadap hak ekonomi pencipta, khususnya hak 

untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 

Hak Cipta (Laksana et al., 2025). Selain itu, 

penggunaan karya tanpa atribusi juga berpotensi 

melanggar hak moral pencipta yang mencakup hak 

untuk diakui sebagai pencipta serta hak untuk 

menjaga integritas ciptaannya. 

Isu ini tidak lagi bersifat teoritis, melainkan telah 

berkembang menjadi sengketa konkret di tingkat 

internasional. Pada tahun 2023, sejumlah penulis, 

yaitu Sarah Silverman, Christopher Golden, dan 

Richard Kadrey, mengajukan gugatan terhadap 

OpenAI di Amerika Serikat. Gugatan tersebut pada 

pokoknya menyatakan bahwa OpenAI telah 

menggunakan karya tulis mereka sebagai data 

pelatihan tanpa izin, serta menghasilkan keluaran 

teks yang mencerminkan atau menyerupai karya 

tersebut(Silverman v. OpenAI, Inc., 3, 2024). Kasus 

ini menjadi salah satu tonggak penting dalam 

perkembangan hukum hak cipta di era kecerdasan 

buatan, karena secara langsung menguji batas-batas 
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penggunaan karya berhak cipta dalam proses 

pengembangan teknologi. 

Dari perspektif hukum, permasalahan utama 

dalam kasus tersebut tidak terletak pada status AI 

sebagai pencipta, melainkan pada fungsi AI sebagai 

instrumen teknologi yang secara fungsional 

melakukan pengolahan dan reproduksi karya berhak 

cipta (Karimullah et al., 2025). Pendekatan ini 

menekankan bahwa meskipun AI tidak memiliki 

kepribadian hukum, aktivitas yang dilakukannya 

tetap memiliki konsekuensi hukum yang harus 

dipertanggungjawabkan oleh pihak yang 

mengembangkan atau mengoperasikan sistem 

tersebut (Puannandini et al., 2025). Dengan 

demikian, fokus analisis hukum bergeser dari 

pertanyaan “siapa pencipta” menjadi “siapa yang 

bertanggung jawab atas penggunaan karya berhak 

cipta”. 

Dalam konteks hukum Indonesia, permasalahan 

ini menjadi semakin relevan mengingat belum 

adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit 

mengatur penggunaan kecerdasan buatan dalam 

kaitannya dengan hak cipta. Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berorientasi 

pada paradigma konvensional yang menempatkan 

manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta 

(Naufal, 2025). Akibatnya, muncul kekosongan 

norma (legal vacuum) dalam menghadapi fenomena 

penggunaan AI generatif, khususnya terkait 

penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan dan 

status hukum dari keluaran yang dihasilkan. 

Ketiadaan pengaturan yang spesifik ini 

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, 

baik bagi pencipta, pengguna, maupun pengembang 

teknologi (Habibi et al., 2025). Di satu sisi, pencipta 

berhak memperoleh perlindungan atas karya yang 

dihasilkan, termasuk dari penggunaan tanpa izin 

dalam proses pelatihan AI. Di sisi lain, 

pengembangan teknologi AI membutuhkan akses 

terhadap data dalam jumlah besar untuk 

meningkatkan kualitas dan akurasi sistem. 

Ketegangan antara perlindungan hak cipta dan 

kebutuhan inovasi teknologi ini menjadi salah satu 

isu sentral dalam perkembangan hukum 

kontemporer (Zaenudin & Riyan, 2024). Lebih 

lanjut, dalam perspektif teori kepastian hukum, 

kondisi tersebut menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan 

perangkat hukum yang tersedia. Hukum yang tidak 

mampu mengikuti dinamika sosial dan teknologi 

berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen 

pengatur dan pelindung kepentingan 

masyarakat(Erlyani et al., 2024). Oleh karena itu, 

diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk 
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menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada 

dapat menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh 

penggunaan AI generatif. 

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya 

mengkaji secara komprehensif pengaturan 

penggunaan karya tulis oleh generator teks berbasis 

AI dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia, 

dengan menjadikan kasus gugatan terhadap OpenAI 

sebagai studi komparatif. Melalui pendekatan ini, 

diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih 

jelas mengenai implikasi hukum dari penggunaan AI 

terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta, serta 

kebutuhan akan penafsiran atau pembaruan regulasi 

di masa mendatang. Dengan demikian, latar 

belakang ini menunjukkan bahwa perkembangan 

teknologi kecerdasan buatan tidak hanya 

menghadirkan peluang dalam meningkatkan 

efisiensi produksi karya, tetapi juga menimbulkan 

tantangan serius terhadap sistem perlindungan hak 

cipta. Oleh karena itu, kajian terhadap pengaturan 

hukum dan implikasinya menjadi sangat relevan 

untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi 

tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian 

hukum, dan perlindungan terhadap hak pencipta. 

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

hukum normatif dengan pendekatan normatif-

empiris yang bertujuan untuk mengkaji pengaturan 

hukum terkait penggunaan karya tulis oleh generator 

teks berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif 

hukum hak cipta. Pendekatan yang digunakan 

meliputi pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dengan menelaah ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, serta pendekatan kasus (case approach) 

melalui analisis terhadap gugatan terhadap OpenAI 

oleh sejumlah penulis di Amerika Serikat sebagai 

studi komparatif (Muhaimin, 2020). Sumber data 

yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer 

berupa peraturan perundang-undangan, bahan 

hukum sekunder seperti literatur ilmiah, jurnal, dan 

doktrin hukum yang relevan, serta bahan hukum 

tersier yang mendukung pemahaman konsep. Teknik 

pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi 

kepustakaan (library research), sedangkan analisis 

data dilakukan secara kualitatif dengan metode 

deskriptif-analitis, yaitu menguraikan norma hukum 

yang berlaku dan mengaitkannya dengan fenomena 

penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik untuk 

memperoleh kesimpulan yang sistematis, logis, dan 

komprehensif (Nugroho et al., 2020). 



Public Sphare: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum 

217 | JPS, Vol. 5, No. 2, Juli 2026 

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Penggunaan Karya Tulis 

Dalam Generator Teks Berbasis Kecerdasan 

Buatan dalam Prespektif Hukum Hak Cipta 

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, 

khususnya dalam bentuk generator teks, telah 

menimbulkan tantangan baru terhadap sistem hukum 

hak cipta yang selama ini berorientasi pada 

perlindungan karya yang dihasilkan oleh manusia 

(Suwargita et al., 2025). Dalam konteks hukum 

Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta secara 

umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memberikan 

perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya tulis 

(Ernatudera et al., 2023). Namun demikian, regulasi 

tersebut belum secara eksplisit mengatur mengenai 

penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan dalam 

sistem kecerdasan buatan. 

Secara normatif, Undang-Undang Hak Cipta 

menegaskan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif 

atas ciptaannya, yang meliputi hak ekonomi dan hak 

moral. Hak ekonomi memberikan kewenangan 

kepada pencipta untuk memperoleh manfaat 

ekonomi dari ciptaannya, termasuk hak untuk 

memperbanyak, mendistribusikan, dan 

mengumumkan karya. Dalam konteks penggunaan 

karya tulis sebagai data pelatihan AI, proses tersebut 

pada dasarnya melibatkan tindakan penggandaan 

(reproduction) terhadap karya yang dilindungi (Abdi 

& Adhari, 2025). Hal ini menimbulkan pertanyaan 

hukum mengenai apakah penggunaan tersebut 

memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak 

cipta. 

Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta 

secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang 

tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta 

melakukan penggandaan dan/atau penggunaan 

secara komersial suatu ciptaan dapat 

dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. 

Dalam praktiknya, pengembangan sistem AI 

generatif memerlukan data dalam jumlah besar yang 

sering kali diperoleh dari berbagai sumber, termasuk 

buku, artikel, dan karya tulis lainnya yang dilindungi 

hak cipta (Gayatri & Samsithawrati, 2025). Jika 

proses ini dilakukan tanpa izin, maka secara yuridis 

berpotensi melanggar ketentuan tersebut. Namun 

demikian, terdapat pula konsep pembatasan dan 

pengecualian dalam hukum hak cipta yang 

memungkinkan penggunaan karya tanpa izin dalam 

kondisi tertentu. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, 

pengecualian ini antara lain mencakup penggunaan 

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau 

penulisan karya ilmiah sepanjang tidak merugikan 

kepentingan yang wajar dari pencipta (Murfianti, 

2021). Permasalahan kemudian muncul ketika 

penggunaan karya tulis dalam pelatihan AI 

dilakukan dalam skala besar dan berorientasi pada 

pengembangan teknologi yang berpotensi memiliki 

nilai ekonomi tinggi(Purba, 2025). Dalam kondisi 

demikian, sulit untuk mengkategorikan penggunaan 

tersebut sebagai bentuk pengecualian yang sah. 

Selain itu, aspek hak moral juga menjadi 

perhatian penting dalam konteks ini. Hak moral 

memberikan perlindungan terhadap hubungan 

personal antara pencipta dan ciptaannya, termasuk 

hak untuk dicantumkan namanya serta hak untuk 

menjaga keutuhan ciptaan (Darwance & Supriyanto, 

2024). Dalam penggunaan karya sebagai data 

pelatihan AI, sering kali tidak terdapat atribusi 

terhadap pencipta asli, sehingga berpotensi 

melanggar hak moral. Lebih jauh, apabila sistem AI 

menghasilkan teks yang menyerupai gaya atau 

substansi karya tertentu tanpa pengakuan, hal ini 

dapat menimbulkan persoalan etika sekaligus hukum 

(Wandani, 2025). Ketiadaan pengaturan yang 

spesifik mengenai kecerdasan buatan dalam 

Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan adanya 

kekosongan norma dalam menghadapi 

perkembangan teknologi. Hukum yang ada masih 

berfokus pada hubungan antara manusia sebagai 

pencipta dan pengguna karya, sementara peran 

teknologi sebagai perantara yang aktif dalam proses 

penciptaan belum diakomodasi secara memadai 

(Sulaiman et al., 2025). Hal ini mengakibatkan 

ketidakpastian hukum, baik bagi pencipta yang ingin 

melindungi karyanya maupun bagi pengembang 

teknologi yang memerlukan kepastian dalam 

menjalankan inovasi. 

Dalam perspektif hukum komparatif, beberapa 

negara mulai mengembangkan pendekatan regulasi 

yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi 

AI. Misalnya, terdapat wacana mengenai penerapan 

prinsip “fair use” atau penggunaan wajar yang lebih 

fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan pelatihan 

AI, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan 

pencipta (Simanungkalit & Safiranita, 2026). 

Namun, pendekatan ini juga menuai perdebatan 

karena berpotensi mengurangi tingkat perlindungan 

terhadap hak cipta jika tidak diatur secara hati-hati. 

Selain persoalan penggandaan karya dalam proses 

pelatihan (training), aspek lain yang perlu dianalisis 

lebih lanjut adalah karakteristik teknis dari sistem 

kecerdasan buatan itu sendiri dalam kaitannya 

dengan konstruksi hukum hak cipta. Generator teks 

berbasis AI tidak sekadar menyimpan atau menyalin 

karya secara utuh, melainkan melakukan ekstraksi 

pola, struktur bahasa, dan relasi semantik dari 
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berbagai sumber data (Thomas & Santoso, 2024). 

Hal ini menimbulkan perdebatan apakah proses 

tersebut dapat dikualifikasikan sebagai 

“penggandaan” dalam arti hukum, atau justru 

sebagai bentuk transformasi data yang berada di luar 

cakupan pelanggaran hak cipta. 

Dalam doktrin hukum hak cipta, penggandaan 

tidak selalu harus berbentuk salinan identik, tetapi 

juga mencakup reproduksi dalam bentuk substansial 

yang memiliki kesamaan esensial dengan karya asli. 

Oleh karena itu, apabila sistem AI dalam proses 

pelatihannya menyerap dan merepresentasikan 

bagian-bagian penting dari suatu karya, maka secara 

teoritis hal tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai 

bentuk penggandaan. Apalagi jika hasil keluaran 

(output) yang dihasilkan menunjukkan kemiripan 

yang signifikan dengan karya tertentu, baik dari segi 

gaya, struktur, maupun isi. Lebih jauh, perlu 

dianalisis pula mengenai status hukum dari proses 

“data scraping” yang umum digunakan dalam 

pengumpulan data pelatihan AI. Data scraping 

sering kali dilakukan secara otomatis dari berbagai 

sumber di internet tanpa adanya persetujuan eksplisit 

dari pemilik karya. Dalam konteks hukum Indonesia, 

praktik ini belum diatur secara spesifik, namun 

apabila objek yang diambil merupakan karya yang 

dilindungi hak cipta, maka tindakan tersebut 

berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta (Rezon 

et al., 2025). Dengan demikian, persoalan tidak 

hanya terletak pada penggunaan data, tetapi juga 

pada cara memperoleh data tersebut. 

Selanjutnya, terdapat pula isu mengenai 

tanggung jawab hukum (liability) dalam penggunaan 

AI. Mengingat AI bukan merupakan subjek hukum, 

maka tanggung jawab atas potensi pelanggaran hak 

cipta harus dialihkan kepada pihak yang memiliki 

kendali terhadap sistem tersebut, yaitu pengembang, 

penyedia layanan, atau bahkan pengguna (Rauf et 

al., 2026). Dalam hal ini, penting untuk menentukan 

batas tanggung jawab masing-masing pihak, 

terutama dalam situasi di mana pelanggaran terjadi 

secara tidak langsung melalui mekanisme otomatis 

sistem. Dalam konteks ini, teori tanggung jawab 

berbasis kesalahan (fault liability) dan tanggung 

jawab mutlak (strict liability) dapat menjadi 

kerangka analisis yang relevan. Jika pendekatan 

berbasis kesalahan digunakan, maka harus 

dibuktikan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan 

dari pihak pengembang dalam menggunakan karya 

berhak cipta tanpa izin (Nur’Aini et al., 2025). 

Namun, dalam praktiknya, pembuktian ini tidak 

selalu mudah mengingat kompleksitas sistem AI. 

Oleh karena itu, terdapat kemungkinan untuk 

menerapkan pendekatan tanggung jawab mutlak, di 
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mana pihak pengembang tetap bertanggung jawab 

atas dampak yang ditimbulkan oleh sistem yang 

mereka ciptakan, tanpa perlu pembuktian unsur 

kesalahan. 

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga 

mendorong munculnya konsep lisensi kolektif atau 

mekanisme kompensasi sebagai solusi alternatif. 

Dalam pendekatan ini, penggunaan karya tulis 

sebagai data pelatihan AI tetap diperbolehkan, 

namun dengan kewajiban untuk memberikan 

kompensasi kepada pencipta melalui lembaga 

manajemen kolektif. Model ini berupaya 

menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta, 

meskipun implementasinya memerlukan kerangka 

regulasi yang jelas dan sistem distribusi yang 

transparan (Manurung & Simamora, 2025). Selain 

itu, penting juga untuk mempertimbangkan 

pendekatan berbasis etika dalam penggunaan AI. 

Meskipun tidak semua tindakan yang melibatkan AI 

secara eksplisit melanggar hukum, namun 

penggunaan karya tanpa atribusi atau tanpa 

persetujuan tetap menimbulkan persoalan etis. 

Dalam dunia akademik, misalnya, penggunaan 

generator teks tanpa mencantumkan sumber dapat 

dikategorikan sebagai bentuk plagiarisme, meskipun 

secara hukum belum tentu memenuhi unsur 

pelanggaran hak cipta (Anam et al., 2025).  

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan 

penggunaan karya tulis dalam AI tidak hanya 

bersifat yuridis, tetapi juga melibatkan dimensi etika 

dan kebijakan publik. Oleh karena itu, pendekatan 

yang digunakan tidak dapat semata-mata 

mengandalkan regulasi yang ada, melainkan juga 

memerlukan pengembangan norma baru yang lebih 

adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini 

dapat dilakukan melalui pembaruan peraturan 

perundang-undangan, penyusunan pedoman 

penggunaan AI, maupun penguatan kesadaran 

hukum di kalangan masyarakat (Mufti et al., 2024). 

Dengan demikian, perluasan analisis terhadap 

pengaturan hukum ini menegaskan bahwa tantangan 

yang dihadapi tidak hanya terletak pada kekosongan 

norma, tetapi juga pada kompleksitas interaksi 

antara teknologi, hukum, dan kepentingan ekonomi. 

Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan sistem 

hukum yang responsif terhadap perkembangan AI 

harus dilakukan secara komprehensif dan 

berkelanjutan, dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek yang terlibat. 
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Implikasi Hukum Penggunaan Karya Tulis oleh 

Generator Teks Berbasis Kecerdasan Buatan 

terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta 

Penggunaan karya tulis sebagai data pelatihan 

dalam generator teks berbasis kecerdasan buatan 

tidak hanya menimbulkan persoalan pada tataran 

pengaturan hukum, tetapi juga memiliki implikasi 

langsung terhadap hak ekonomi dan hak moral 

pencipta sebagai inti dari perlindungan hak cipta. 

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji sejauh 

mana praktik penggunaan AI generatif berpotensi 

mengganggu atau bahkan melanggar kedua jenis hak 

tersebut, khususnya dalam perspektif hukum hak 

cipta Indonesia. Dari sisi hak ekonomi, penggunaan 

karya tulis dalam proses pelatihan AI berpotensi 

mengurangi nilai ekonomi dari karya tersebut 

(Tambunan & Sawitri, 2025). Hal ini disebabkan 

oleh kemampuan AI untuk menghasilkan teks yang 

memiliki kemiripan dengan karya asli, sehingga 

dapat menggantikan kebutuhan pasar terhadap karya 

yang dihasilkan oleh pencipta. Dalam kondisi ini, 

pencipta tidak hanya kehilangan potensi pendapatan 

dari penjualan atau lisensi karyanya, tetapi juga 

menghadapi persaingan tidak langsung dari sistem 

AI yang memanfaatkan karya mereka tanpa 

memberikan kompensasi. 

Lebih lanjut, hak ekonomi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta mencakup hak untuk 

memperbanyak, mendistribusikan, dan 

mengumumkan ciptaan. Dalam praktik penggunaan 

AI, proses pelatihan yang melibatkan penggandaan 

karya serta kemungkinan distribusi ulang dalam 

bentuk keluaran teks dapat dikualifikasikan sebagai 

pelanggaran terhadap hak-hak tersebut apabila 

dilakukan tanpa izin (Rayya & Susmayanti, 2025). 

Terlebih lagi, jika hasil keluaran AI digunakan untuk 

kepentingan komersial, maka potensi pelanggaran 

menjadi semakin nyata dan signifikan. 

Selain hak ekonomi, implikasi yang tidak kalah 

penting adalah terhadap hak moral pencipta. Hak 

moral melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak 

dapat dialihkan selama hidupnya, termasuk hak 

untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menjaga 

integritas ciptaannya. Dalam konteks AI, 

penggunaan karya sebagai data pelatihan umumnya 

dilakukan tanpa mencantumkan identitas pencipta, 

sehingga berpotensi melanggar hak untuk diakui 

(right of attribution) (Praja, 2025). Lebih jauh, 

apabila AI menghasilkan teks yang terinspirasi atau 

menyerupai karya tertentu tanpa pengakuan, maka 

hal ini dapat menimbulkan kesan seolah-olah karya 

tersebut tidak memiliki asal-usul yang jelas. 

Implikasi terhadap hak moral juga dapat muncul 

dalam bentuk distorsi atau perubahan terhadap 

substansi karya. Sistem AI yang mengolah berbagai 

sumber data dapat menghasilkan teks yang 

menggabungkan atau memodifikasi bagian-bagian 

tertentu dari karya asli (Sisephaputra et al., 2024). 

Jika hasil tersebut menyimpang dari maksud atau 

nilai yang terkandung dalam karya asli, maka hal ini 

dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak 

integritas pencipta. Dalam konteks ini, pencipta 

kehilangan kendali atas bagaimana karyanya 

digunakan dan direpresentasikan di ruang publik. 

Studi kasus gugatan terhadap OpenAI oleh 

sejumlah penulis di Amerika Serikat memberikan 

gambaran konkret mengenai implikasi hukum 

tersebut. Para penggugat berargumen bahwa karya 

mereka telah digunakan tanpa izin sebagai data 

pelatihan, serta bahwa sistem AI mampu 

menghasilkan teks yang mencerminkan gaya dan 

substansi karya mereka. Meskipun sistem hukum di 

Amerika Serikat memiliki konsep “fair use” yang 

memungkinkan penggunaan karya dalam kondisi 

tertentu, namun penerapannya dalam konteks AI 

masih menjadi perdebatan yang belum memiliki 

kepastian hukum (Heliza et al., 2025). Jika dikaitkan 

dengan hukum Indonesia, tidak adanya konsep “fair 

use” yang eksplisit seperti dalam sistem hukum 

common law menyebabkan ruang pembenaran 

terhadap penggunaan karya tanpa izin menjadi lebih 

terbatas (Sapni, 2025). Undang-Undang Hak Cipta 

hanya mengatur pengecualian secara spesifik, seperti 

untuk kepentingan pendidikan atau penelitian, yang 

harus memenuhi syarat tidak merugikan kepentingan 

yang wajar dari pencipta. Oleh karena itu, 

penggunaan karya dalam pelatihan AI yang bersifat 

komersial cenderung sulit untuk dibenarkan dalam 

kerangka hukum yang ada. 

Selain implikasi terhadap pencipta, penggunaan 

AI juga menimbulkan persoalan terkait distribusi 

manfaat ekonomi dalam ekosistem digital. 

Pengembang AI memperoleh keuntungan dari 

penggunaan data dalam jumlah besar, sementara 

pencipta sebagai pemilik karya tidak mendapatkan 

imbalan yang sepadan. Ketidakseimbangan ini 

berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural 

dalam industri kreatif, di mana nilai ekonomi lebih 

banyak terakumulasi pada pihak yang menguasai 

teknologi (Khair, 2025). Dalam jangka panjang, 

kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya 

insentif bagi pencipta untuk menghasilkan karya 

baru. Jika karya mereka dapat digunakan secara 

bebas tanpa perlindungan yang memadai, maka 

motivasi untuk berkarya dapat berkurang, yang pada 

akhirnya berdampak pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan. Oleh karena itu, 
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perlindungan terhadap hak ekonomi dan moral 

pencipta tidak hanya penting bagi individu, tetapi 

juga bagi kepentingan publik secara luas. 

Selain implikasi langsung terhadap hak ekonomi 

dan hak moral, penggunaan karya tulis oleh 

generator teks berbasis kecerdasan buatan juga 

menimbulkan persoalan lanjutan terkait pembuktian 

pelanggaran hak cipta. Dalam praktik hukum, salah 

satu unsur penting dalam menentukan adanya 

pelanggaran adalah adanya kesamaan substansial 

(substantial similarity) antara karya yang dilindungi 

dengan karya yang diduga melanggar. Namun, 

dalam konteks AI, pembuktian ini menjadi lebih 

kompleks karena hasil keluaran tidak selalu berupa 

reproduksi langsung, melainkan hasil generatif yang 

merupakan kombinasi dari berbagai sumber 

data(Singh, 2015). Kompleksitas ini diperparah oleh 

sifat sistem AI yang sering kali bersifat “black box”, 

yaitu sulit untuk menjelaskan secara rinci bagaimana 

suatu output dihasilkan dari data pelatihan(Darman, 

2024). Akibatnya, pencipta yang merasa dirugikan 

akan menghadapi kesulitan dalam membuktikan 

bahwa karyanya telah digunakan atau direproduksi 

oleh sistem AI. Hal ini berpotensi melemahkan 

posisi hukum pencipta, sekaligus menciptakan 

ketidakseimbangan dalam akses terhadap keadilan. 

Selanjutnya, perlu diperhatikan pula implikasi 

terhadap konsep orisinalitas (originality) dalam 

hukum hak cipta. Orisinalitas merupakan syarat 

utama suatu karya untuk memperoleh perlindungan 

hukum, yang pada dasarnya mensyaratkan adanya 

kreativitas dan ekspresi pribadi dari pencipta 

(Mukhasibi & Widodo, 2025). Dalam konteks AI, 

muncul pertanyaan mengenai apakah karya yang 

dihasilkan oleh sistem AI dapat dianggap orisinal, 

mengingat proses penciptaannya tidak sepenuhnya 

melibatkan kreativitas manusia secara langsung. Jika 

keluaran AI dianggap tidak memenuhi unsur 

orisinalitas, maka karya tersebut tidak dapat 

memperoleh perlindungan hak cipta (Mustika & 

Ambani, 2025). Namun, di sisi lain, jika keluaran 

tersebut memiliki kemiripan dengan karya yang 

sudah ada, maka dapat menimbulkan potensi 

pelanggaran terhadap karya tersebut. Kondisi ini 

menciptakan dilema hukum, di mana hasil AI berada 

dalam posisi yang ambigu: tidak sepenuhnya 

dilindungi, tetapi juga berpotensi melanggar hak 

pihak lain. 

Implikasi lainnya berkaitan dengan 

kemungkinan terjadinya “overlapping rights” atau 

tumpang tindih hak, khususnya antara pencipta asli, 

pengembang AI, dan pengguna. Dalam situasi 

tertentu, pengguna yang memanfaatkan AI untuk 

menghasilkan teks dapat mengklaim kepemilikan 

JPS, Vol. 5, No. 2, Juli 2026 | 220 

atas hasil tersebut, sementara pengembang AI 

memiliki kontrol terhadap sistem yang digunakan, 

dan pencipta asli memiliki klaim atas data yang 

digunakan dalam pelatihan (Lucchi, 2024). Tanpa 

pengaturan yang jelas, potensi konflik kepentingan 

antar pihak ini menjadi sangat besar. Selain itu, 

terdapat pula dimensi tanggung jawab platform 

digital yang menyediakan layanan AI. Dalam 

ekosistem digital, platform berperan sebagai 

perantara antara teknologi dan pengguna (Gawer, 

2022). Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan 

apakah platform tersebut dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta 

yang terjadi melalui sistem yang mereka sediakan. 

Dalam beberapa yurisdiksi, terdapat konsep “safe 

harbor” yang memberikan perlindungan kepada 

platform sepanjang mereka tidak secara aktif terlibat 

dalam pelanggaran dan telah melakukan upaya 

pencegahan yang wajar (Lin & Guan, 2025). Namun, 

dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai hal 

ini masih belum berkembang secara spesifik. 

Lebih lanjut, implikasi hukum juga dapat dilihat 

dari perspektif kebijakan publik dan regulasi di masa 

depan. Pemerintah memiliki peran strategis dalam 

merumuskan kebijakan yang mampu 

mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa 

mengabaikan perlindungan hak cipta. Salah satu 

pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah 

pengaturan kewajiban transparansi bagi 

pengembang AI, khususnya terkait sumber data yang 

digunakan dalam pelatihan (Anggarini et al., 2025). 

Dengan adanya transparansi, pencipta dapat 

mengetahui apakah karyanya digunakan, serta 

memiliki dasar untuk menuntut haknya. Selain itu, 

dapat pula dipertimbangkan penerapan mekanisme 

“out-put”, di mana pencipta diberikan hak untuk 

menolak penggunaan karyanya dalam pelatihan AI. 

Mekanisme ini memberikan kontrol yang lebih besar 

kepada pencipta, sekaligus menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan individu dan 

kebutuhan pengembangan teknologi (Moldawer, 

2024). Di sisi lain, pendekatan ini juga memerlukan 

infrastruktur hukum dan teknis yang memadai agar 

dapat diimplementasikan secara efektif. 

Tidak kalah penting, implikasi terhadap hak 

moral juga perlu dilihat dalam konteks perlindungan 

reputasi pencipta. Dalam era digital, penyebaran 

informasi terjadi dengan sangat cepat dan luas. Jika 

sistem AI menghasilkan teks yang keliru, 

menyesatkan, atau merusak reputasi, dan teks 

tersebut memiliki kemiripan dengan karya atau gaya 

seorang pencipta, maka hal ini dapat berdampak 

negatif terhadap citra dan kredibilitas pencipta 

tersebut (Avery & Schuster, 2025). Oleh karena itu, 
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perlindungan terhadap hak moral tidak hanya 

berkaitan dengan atribusi, tetapi juga dengan 

perlindungan terhadap reputasi dan integritas. 

Dengan memperhatikan berbagai implikasi tersebut, 

dapat dipahami bahwa penggunaan karya tulis oleh 

generator teks berbasis kecerdasan buatan tidak 

hanya menimbulkan persoalan hukum yang bersifat 

teknis, tetapi juga menyentuh aspek fundamental 

dalam sistem perlindungan hak cipta (Rasyid et al., 

2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang 

komprehensif dan adaptif dalam merespons 

perkembangan ini, baik melalui pembaruan regulasi, 

penguatan penegakan hukum, maupun peningkatan 

kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan 

pelaku industri teknologi. 

4. Kesimpulan dan Saran

Pengaturan hukum penggunaan karya tulis dalam

generator teks berbasis kecerdasan buatan dalam 

perspektif hukum hak cipta Indonesia menunjukkan 

adanya keterbatasan normatif dalam merespons 

perkembangan teknologi. Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya 

telah memberikan perlindungan terhadap hak 

ekonomi dan hak moral pencipta, termasuk hak 

untuk memperbanyak, mengumumkan, dan 

mempertahankan integritas ciptaan. Namun, 

pengaturan tersebut masih berorientasi pada 

paradigma konvensional yang belum 

mengakomodasi praktik penggunaan karya sebagai 

data pelatihan AI, termasuk mekanisme data 

scraping, penggandaan dalam proses pelatihan, serta 

ketiadaan aturan spesifik mengenai tanggung jawab 

hukum pihak pengembang dan penyedia teknologi. 

Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma yang 

berdampak pada ketidakpastian hukum, sehingga 

diperlukan penafsiran hukum yang lebih progresif 

serta kemungkinan pembaruan regulasi yang mampu 

menyesuaikan dengan dinamika perkembangan 

teknologi. 

Implikasi hukum dari penggunaan karya tulis 

oleh generator teks berbasis kecerdasan buatan 

menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap 

hak ekonomi dan hak moral pencipta. Dari sisi hak 

ekonomi, penggunaan karya tanpa izin dalam proses 

pelatihan dan pemanfaatan output AI berpotensi 

merugikan pencipta secara finansial, terutama ketika 

digunakan untuk kepentingan komersial. Sementara 

itu, dari sisi hak moral, ketiadaan atribusi, potensi 

distorsi karya, serta risiko kerusakan reputasi 

pencipta menjadi persoalan yang tidak dapat 

diabaikan. Selain itu, kompleksitas pembuktian, sifat 

sistem AI yang tidak transparan, serta potensi 

tumpang tindih tanggung jawab antara pengembang, 

platform, dan pengguna semakin memperumit 

penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan 

pendekatan yang komprehensif melalui penguatan 

regulasi, mekanisme perlindungan yang adaptif, 

serta keseimbangan antara kepentingan 

perlindungan hak cipta dan pengembangan inovasi 

teknologi. 
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